
 
 

1 
 

DAFTAR PUSTAKA 

A. BUKU-BUKU 

Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, Citra Aditya 

Bakti, 2012. 

Achmad, Yulianto dan Fajar, Mukti. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris, Cet. IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017. 

B. Arie Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang 

Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagi Landasan 

Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 

1999. 

Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, Bandung, Mandar Maju, 1999. 

Budiono, Agus, Metodologi Penelitian Hukum: Bagaimana Menulis Skripsi, 

Hukum, Jakarta, 2018. 

Imran Nating, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan 

Pemberesan Harta Pailit, Cet 2 (Revisi), PT RAJAGRAFINDO 

PERSADA, Jakarta, 2004. 

Ivida Dewi Amrih Suci, Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur Dalam 

Perkara Kepailitan, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020. 

J.J.H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1999. 

M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan, 

Edisi Pertama, Kencana, 2008. 



 
 

2 
 

______________. Prinsip Hukum Kepailitan Indonesia, (Desertasi), Universitas 

Airlangga, Surabaya, 2007. 

M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum Dictionary Of Law, Complette Edition, 

Surabaya, Reality Publiser, 2009. 

M. Nasir, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Djambatan, 2002, hlm. 209 

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. 

_______________, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Penyitaan, 

Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2004. 

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum dan Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. 

Munir Fuandy, Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakhti, 

Bandung, 2014. 

Ny. Retno Wulan S, dan Iskandar O, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan 

Praktik, Alumni, Bandung, 1983. 

Raharyu Hartini, Hukum Kepailitan, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008. 

Rernowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam 

Teori dan Prektek, Alumni, Bandung, 1983. 

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001. 

Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Binacipta, 

Bandung, 1987. 

Sudikmo Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1984. 



 
 

3 
 

___________________, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 

1981. 

Suyatno, R. Anton, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Sebagai Upaya Debitor Mencegah Kepailitan, Jakarta, Kencana Prenada, 

2012. 

Wiryono Prodjodikoro, Hukum acara perdata di Indonesia, Sumur Bandung, 

Bandung, 1992. 

Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2012. 

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 

Herziene Inlandsch Reglemen / Rechtsreglement voor de Buitengewesten. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. 

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 



 
 

4 
 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat dan Praktik 

Advokat. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang. 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 

 


